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ABSTRAKSI 

Penggusuran pedagang kaki lima oleh Pemko Medan berdasarkan peraturan 

Walikota No.9 tahun 2009 (Studi Identifikasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Medan) 

Peraturan yang dibuat o leh pemerintah daerah merupakan salah satu 

penyangga (stick holder) atas pelaksanaan otonomi daerah. Pada prakteknya 

tidak ada artinya suatu regulasi dibuat tanpa didukung oleh pelaksanaan yang 

baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah 

yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu 

perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun somber daya manusia. 

K ewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi 

otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat 

berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan 

pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai 

pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP). 

S atuan ini merupals_an perangkat pemerintah daerah yang bertugas 

membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai 

garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, 

seperti yang disebutkan pada Pasal 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 

:"Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk 

Satuan Polisi Pamong Praja". 

· Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan 

masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka 

kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu 

kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu 

kehidupannya 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Di era sekarang ini sangat gencar diperbincangkan tentang Otonomi 

Daerah, yaitu pemberian peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintahan 

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam segala bidang. Sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di 

dalam Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi 

dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan 

antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan 

kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 
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pemerintahan negara. Perihal otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. 

Ttka di dalam UU No. 22 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan 

asas desentralisasi, maka dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini pada prinsipnya 

mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan 

pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Seperti tersebut dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 32 Tahun 2004, 

menyatakan nPemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". 

Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam undang-undang 

tersebut adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing 

daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka 

pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau 

peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. 
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